PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
e
/g DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
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TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP SATYA TAMA COURSE
DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca . Surat Ketua LKP SATYA TAMA COURSE Desa Sukomulyo

Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo perihal

Pemﬁ,ohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus

dan Pelatihan.
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
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5. Peraturan Pemerintah  Nomor 38  Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan  Pemerintah  antara  Pemnerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127
Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP;

8. Pe y didikan Kebudayaan Nomor 131
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; lzin Operasional ini diberikan dengan ketentuan

1. Penanggung jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan yang
bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

2. Penanggung jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan yang
bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang
memadai bagi peserta didik, pendidik dan  tenaga

3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga)

pada diktum kesatu

Juli 2022
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